BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kompetensi Absolut Peradilan Militer sebagaimana yang tertuang di
dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer (HAPMIL) merupakan kompetensi yang didasarkan pada subjek (pelaku),
yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan serta masyarakat sipil yang
melakukan perkara pidana bersama-sama dengan prajurit dan berdasarkan
keputusan Panglima TNI dan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh
peradilan militer.

Kompetensi absolut yang didasarkan pada subjek pelaku sebagai Prajurit
berakibat pada luasnya cakupan jenis tindak pidana yang dapat diadili oleh
peradilan militer termasuk tindak pidana umum. Ketentuan tersebut tidak sesuai
dengan pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia, khususnya equality
before the law sebagaimana yang di maksuda dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
Hal ini disebabkan karena akan diadilinya pelaku tindak pidana umum dari
kalangan militer (Prajurit) di peradilan militer dan akan diadilinya pelaku tindak
pidana umum dari kalangan masyarakat umum (sipil) akan mengakibatkan dua
proses pencarian keadilan yang berbeda (dalam hal ini perkara pidana umum yang
terjadi bukanlah perkara koneksitas).

Sementara, di dalam peradilan militer terdapat hal-hal yang akan
menciderai pencarian keadilan itu sendiri. Pertama, tidak adanya independensi

peradilan militer. Hal ini terlihat dari kewenangan Panglima TNI khususnya
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mengenai pemberhentian hakim oleh panglima (Pasal 25 HAPMIL), pembentukan
Mejelis Kehormatan (Pasal 25 ayat (3) jo. Pasal 1 HAPMIL), pengangkatan dan
pemberhentian Panitera Pengadilan Militer (Pasal 29 HAPMIL) dan penetuan
keberlanjutan perkara (Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 123 HAPMIL).

Kedua, Intervensi kinerja peradilan oleh peran lembaga Atasan Yang
Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang dapat
mengganggu ke-independen-an penyidik. Penyidik harus melaksanakan perintah
Ankum (Pasal 71 ayat (2) huruf a HAPMIL/termasuk mengenai penangguhan
penahanan, penangkapan), melaporkan hasil pelaksanaan penyidikan kepada
Ankum (Pasal 71 ayat (2) huruf b HAPMIL), menyerahkan berkas perkara hasil
penyidikannya kepada Papera dan Ankum (Pasal 72 ayat (2) HAPMIL). Peran-
peran dari Panglima, Papera dan Ankum tersebut tidak sejalan dengan
pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia khususnya peradilan bebas
dan tidak memihak (independen dan imparsial).

Atas dasar hal-hal tersebut, maka perlu untuk merevisi HAPMIL.
Khususnya mengenai Pasal 9 angka 1 yang memuat Kompetensi Absolut
Peradilan Militer dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan independensi
dan imparsialitas peradilan. Karena hanya dengan demikian prinsip-prinsip negara
hukum Indonesia seperti equality before the law, peradilan yang independen dan
imparsial, serta perlindungan hak asasi manusia dapat dilaksanakan. Khusus
mengenai kompetensi abasolut peradilan militer, perlu untuk merubahnya yang
semula didasarkan pada subjek (pelaku) dirubah menjadi didasarkan pada jenis
tindak pidana (tindak pidana militer). Serta perlu ada batasan yang jelas mengenai

cakupan tindak pidana militer dan tindak pidana umum.
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B. Saran

Pemerintah dalam hal untuk merevisi HAPMIL harus tegas dan jeli.
Ketegasan sangat diperlukan karena selama ini keinginan untuk merevisi
HAPMIL khususnya mengenai kompetensi absolut sebenanya sudah ada sejak
dikeluarkannya TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetepi
hingga sekarang keinginan tersebut belum dapat direalisasikan oleh pemerintah.

Adapun kejelian pemerintah sangat perlu agar nanti revisi HAPMIL tidak
akan lagi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip negara hukum
Indonesia. Pemerintah juga harus memprioritaskan revisi HAPMIL dalam
Program Legislasi Nasional agar segenap perhatian tertumpu pada revisi
HAPMIL. Sebab reformasi pasca orde baru tidak akan tuntas jika revisi HAPMIL
belum dilaksanakan. Karena revisi HAPMIL merupakan bagian dari agenda
reformasi yang tertunda.

Apabila revisi HAPMIL urung dilakukan oleh pemerintah, maka Judicial
Review HAPMIL terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi bisa menjadi
pilihan untuk merevisi HAPMIL. Meskipun dengan peluang revisi tersebut akan
gagal sebab Judicial Review diputus bertolak belakang dengan keinginan untuk

merevisi HAPMIL.
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